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ABSTRAK

UU No.7 Tahun 1989 mengandung kehendak pendefinitipan dan mengandung hal-hal
yang dinamik, mengambang bahkan bersifat konflik dan bersentuhan dengan lingkungan
Peradilan Umum dan Hukum Adat. Jika secara an sich bertitik tolak dari berbagai rumusan
pasal, ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan kebutuhan Hukum karena rumusannya
mengandung klausul yang kabur dan mendua, sehingga sulit untuk menerapkan tanpa
keberanian melakukan terobosan melalui pendekatan realistis yang sesuai dan konsisten
dengan dinamika kebutuhan Hukum dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan pada satu pihak dan kebutuhan kepastian penegakan Hukum pada pihak yang lain.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat
deskriptif-analitis, dengan pendekatan Normative Yuridis dan pendekatan Historis. Analisa
data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduksi dan induksi.

Ada dua penafsiran yang menyangkut sengketa hak milik dalam masalah perkara
perdata Islam. Yang pertama, penafsiran yang memandang perkara perdata Islam dari sudut
pandang barang bukti dari para pihak yang berperkara. Kedua, penafsiran dengan melihat
pihak-pihak yang berperkara. Penafsiran yang paling banyak dipakai oleh Pengadilan Agama
dalam menerima perkara yang masuk adalah penafsiran pihak ketiga, yang memungkinkan
Pengadilan Agama menerima, memeriksa dan memutus secara lebih menyeluruh terhadap
perkara yang masuk.

Key word: sengketa hak milik, perdata Islam
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TRANSLITERASI

ARAB - INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan
Nomor 0543.b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

- _ ) ~
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J wawu W ............
( A ha’ I ; R
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2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

CRexia ditulis dengan muta ‘aqqidin
83 ditulis dengan ‘iddoh
3. Ta' Marbuttah di akhir kata

a. bila dimatikan dituiis h

A ditulis dengan hibah
L ditulis dengan jizyah

b. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis ¢
dfdext  gitulis dengan ni ‘matullah
4. Vokal Pendek

< . (fathah) ditulis a ;  JB  ditulis qala
——— {kasrah) ditulis i ; e ditulis masjidun
’ _ (dammah)  ditulis u ;  o=_? ditulis fardun
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. Vokal Panjang

a fathah + alif, ditulisa

adlals ditulis jahiliyyah
fathah + ya mati, ditulis a

T ditulis yas'a
b. kasrah + ya mati, ditulis i

e ditulis majid

¢. dammah + wawu mati, ditulis u

vay A ditulis fumd

. Vokil Rangkap

a. fathah + ya&’ mati, ditulis ai

es'-".-.‘—.' ditulis bainakum
b. fathah + wawu mati, ditulis au

Js8 ditulis gau/

. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah dehgan

apostrof.

‘all“ dimlis g'antum
& GSE ol ditulis latin syakartum

. Kata Sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

L'J‘_)Z-“ ditulis a/-Qurdn
ol dinalis of-Ofyas



b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huuf I-nya.

¢ Lol ditulis as-.Sama’
ol ditulis asy-Syams

9, Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

asils sy ditulis 2wl fund
Al d‘" ditulis ahlfussunnah atau ahl as-sunnah
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebangkitan dunia Islam di abad ke sehbﬂmbelas memberi angin
segar bagi kebangkitan umat Islam Indonesia. Lewat partai politik, lembaga
pendidikan, sosial dan keagamaan umat Islam berusaha meningkatkan taraf
hidup kaum muslimin dan meningkatkan pengetahuan dan pengamalan agama
Islam. Gerakan ini lebih berkembang Iagi setelah bangsa Indonesia
memproklamirkan kemerdekaannya, tumbuh kesadaran mereka akan
pentingnya pendidikan tinggi, yang dapat membekali umat Isiam dengan
pengetahuan yang memadat termasuk pengetahuan agamanya. Berdirinya
Perguruan ‘linggi Islam batk negeri maupun swasta mempercepat proses ini
dan mempercepat pula peningkatan kesadaran umat Islam akan agama dan
hukum yang dikandungnya.b

Peradilan Agama merupakan bagian penting dari adanya eksistensi
hukum Iélam bagi umat Islam di Indonesia. Maka tuntutan adanya lembaga
resmi yang mengatur tentang hukum Islam merupakan suatu keniscayaan.

Bukan perjuangan yang singkat bagi Peradilan Agama untuk
memperoleh kedudukan yang sederajat di depan peradilan-peradilan yang lain.

Banyak rintangan yang harus dihadapi seiring dengan perjuangan kemerdekaan

Y Zaini Dahlan “Kondist Kesadaran Hukum Umat Islam Kepada Hukum Islam dan
Peradilan Agama”, dalam, Dadan Muttaqien, dkk, Peraditan Agama dan Kompilasi Hukum Islan
,cet 1 (Yogyakarta, Ul Press, 1999), hlm. 15-16.



bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahan Belanda banyak tokoh yang sangat
memengaruhi perkembangan Peradilan Islam. Lodewijk William Christian van
den Berg (1857-1927) dalam penelitiannya sampai pada kesiinpulan bahwa
bangsa Indonesia pada hakekatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam
sebagai hukum yang dianut, teori van den Berg ini selanjutnya disebut zbeorse
receptio in Complexw. Namun Chrstan Snouck Hourgronje (1857 — 1936),
penaschat pemerintahan Belanda urusan Islam dan Bumi Putra, menentang
teori van den Breg dengan mengemukakan teori recgptze yakni hukum Islam
hanya dapat berlaku di masyarakat selama hukum tersebut sudah masuk dalam
wilayah adat. Teori ini dianut oleh banyak ahli hukum Belanda seperti van
Vollen Hoven? dan Ter Haar Bzn serta beberapa sa-rjana hukum Indonesia
yang memperoleh pendidikan pada masa penjajahan Belanda batk di Batavia
(Jakarta) maupun di negeri Belanda, memperkokoh pada pula ajaran teori
receptie 1m.3

Teon tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap tata hukum Hindia
Belanda. Terjadilah kemudian pengebirian wewenang Pengaciilan Agama di
Jawa dan Madura. Perkara waris ditarik dari wewenang Peradilan Agama dan
dialihkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri (dahulu disebut Landrad).

Pada tanggal 1 Apnl 1937 diterbitkan Staatsblad 1937 No. 116 Pasal 2a yang

» Ahmad Azhar Basyur, “Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa™, dalam
Dadan Muttagien, dkk, Peradifan. ... him. 9.

% M Idois Ramulyo , Beberapa Masalab tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama
dan Hiknm Perkawinan Islam, cet .1 (Jakarta; IND. HILL,CO,1985), him.112. diantara tokoh
lain yang menolak teori recgptio in complekxn adalah Mr. Van Ossenbrugmen, Mr. LA
NederBurgh, Mr. Piepers, Mr. W.B. Bregsma. Soerojo Wignyodipoero, Pengantar dan Asas-
asas Hukum Adat, Cet.1 (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 29. Tokoh Indonesia yang
sangat serius mengangani masalah hukum adat adalah Supomo, seorang Guru Besar hukum
adat pada Recht Hoge School, Imam Sudiat, Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar), cet. 2,
(Yogyakarta; Liberty, 1991), him. 93.



mencabut wewenang Pegadilan Agama di Jawa dan Madura untuk
menyelesatkan perkara kewarisan.¥

Menurut Hazatrin, sejak diproklamirkan kemerdekaan Negaia Republik
Indonesia dengan pancasila sebagai dasar falsafahnya, teori recgptie runtuh
dengan sendirinya, dan hukum agama yang diyakim para penganut
memperoleh legalitas secara konsttusional yuridis, atas dasar sila Ketuhanan
Yang Maha Esa, tata hukum Indonesia mengenal hukum Tuhan, hukum
kodrat dan hukum susila.

Pada ranggal 29 Desember tahun 1989, disahkan dan diundangkan
sebuah undang-undang dalam lembaran Negara RI tahun 1989 No. 49.
Undang-undang tersebut dibert nama undang-undang (UU) tentang Peradilan
Agama No. 7 Tahun 1989. Dengan lahirnya UU tersebut dalam Pasal 16 UU
No. 14 Tahun 1970, sudah memiliki landasan kedudukan dan kekuasaén,
sekalipun mungkin UU No. 7 Tahun 1989 agak terlambat dan belakangan

dibandingkan dengan undang-undang untuk peradilan yang lain.®

9 Bunyi pasal tersebut adalah Peradilan Agama :"Semata-mata berwenang memeriksa
perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain yang berkenaan antara
orang-orang lskam yang memerlukan perantaraan hakim agama, demikian pula berkuasa memutus
perkara perecraian dan menyatakan bahwa syarat jatuhnya talak (ta'lik Thalaq) sudah berlaku. Akan
tetapi dalam perselisihan—perselisihan dan perkara-perkara tersebut semua tuntutan pembayaran vang
dan pemberian barang-barang tertentu harus diperiksa dan diputus oleh hakim biasa, kecuali tentang
maskawin dan tentang keperluan hidup istni yang menjadi tanggungan suami (Nafagah) yang segenap
diperiksz dan diputus oleh Pengadilan Agama. Dikutip dari lampican I tentang Pasal 22 Stb. 1937 No.
1116 dan 610 sebagaimana di tamhabkan kedalam Pasal 2 Stb. 1882 No 152, KN. Sufyan Hasan dan
Warkun Sumitwo, Dasar-datar Memahami Hukum Isiam di Indonesiz, (Surabaya: Usaha Nasional , 1994).

Lihat juga , Amrullah Ahmad , Dimensi Huknm Ilam dalam Sisitenr Hukurm Nasional, (Jakarta: Gema
Insan Press, 1996), him. 6.

% Ahmad Azhar Basyir, “Huokum Islam...... ?, dalam, Dadan Murtaqien, dkk,
Peradilan. ... hlm., 9-11,

9 M. Yahya Hamahap, Kedudikan Kewenangan dan Acara Peradilan Agarra (Undang-
wundang No. 7 Tabun 1989), cet.3, (Jakarta; Pustaka Kartini, 1997), hlm, 15.



Kemunculan UU No. 7 Tahun 1989 tentu tidak lepas dar perdebatan
panjang yang mendukung dan menolak UU tersebut. Banyak muatan politis
yang sangat mempengaruhi proses tersebut. Oleh karena itu apa yang dikenal
sebagat hukum dalam arti peraturan umum yang abstrak dan mengikat
sebenarnya tidak lain dan hasil pertarungan aspirasi polittk. Maka secara riel
siapa dan kelompok mana yang mngin memasukkan nilai-nilai tertentu dalam
suatu produk hukum maka mereka harus mampu menguasai atau meyakinkan
pihak legeslatif bahwa nilai itu perlu dan harus dimasukkan dalam produk
hukum. Pekerjaan kgeslasi (membuat hukum) sebenarnya merupakan pekerjaan

politik dari pada pekerjaan hukum itu sendiri.?

Kekuasaan Peradilan Agama tercantum dalam ketentuvan Pasal 49

menyatakan :

(1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam dibidang : a. Perkawinan, b. Kewarsan ,
wasiat, dan hibbah. Yang dilakukan berdasarkan hukum Islamn, c.
Wagqaf dan sadaqah.

(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf a. ialah hal-hal yang diatur atau berdasarkan undang-undang
mengenai perkawinan yang berlaku

(3) Bidang Kewarisan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b
ialah penentuan siapa-siapa yang masuk ahli warls, penentuan
mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli
warls dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.®)

' Moh Machfud M.D.”Hukum Islam dalam Kerangka Politik Hukum Nasional”,
dalam, Fakultas Syari’ah unwversitas Islam Indonesta, [urma! Almanarid, Edis: keerlam,
(Yogyakarta, Desember 1997), hlm. 37. -

9 Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang undang-undang Peradilan Agama. Hulkum
materiel yang dikembangkan di Peradilan Agama telah di himpun dalam kompilasi Huklum
Islam di Indonesia (KHI) yang telah disosialisasikann sesuai dengan Inpres No. 1 Tzhun
1991. Dalam KHI terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II
tentang Hukum Kewansan, Buku III tentang Hukum Perwakafan. Mohammad Daud Ali,



Bidang-bidang perdata diataslah yang menjadi kewenangan mengadili
lingkungan Peradilan Agama. Itulah batas kewenangan mengadili yang
diberikan undang-undang kepadanya. Lewat dard itu sudah dianggap
melampaui batas kewenangan yurisdiksi. Sedang bidang perdata selebthnya
menjadi kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Lingkungan peradilan Umum seharusnya dilarang menjamah dan masuk
bidang hukum perdata yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan
Agama.?

Namun dibalik kejelasan “kewenangan absolut” Peradilan Agarma pada
pasal selanjutnya terdapat ketentuan yang menjadikan kewenangan tersebut
menjadi kabur. Ketentuan tersebut adalah mengenai permasalahan sengketa
hak milik.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perkara perdata selain dalam
ketiga bidang tersebut berada di luar kekuasaan Pengadilan Agama. Hal itu

jelas diatur dalam ketentuan Pasal 50, menyatakan:

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam
perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus
mengenat obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu
oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Menurut penjelasan pasal tersebut, “Penyelesaian terhadap obyek yang
menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses di Pengadilan

Agama atas obyek yang tidak menjadi sengketa”.10)

“Pembangunann Hukum Mateniel Peradilan Agama”, dalam Cik Hasan Bisyri (ed), Kompilasi
Hukum Islam dalaw Sistemr Hukwm Nasional , cet2, (Jakarta: Logos Wacana lmu, 1999),
hlm.106

% M. Yahya Harahap, Kedndnkau. . .... hlm.136.

19 Pasal 50 dan Penjelasannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Ketentuan inilah yang membingungkan para hakim dan pelaksana
hukum di Pengadilan Agama, karena bagaimanapun perkara yang masuk di
Pengadilan Agama baik itu perkara perkawinan, wasiat, waris, hibah, wakaf dan
shadaqah sebagian besar tidak bisa terlepas dan persoalan hak milik. Karena
bagaimanapun permasalahan hartalah yang lebih sensitif dan lebih sulit
diselesaikan dalam sebuah perkara. Ketentuan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989
menyebabkan Peradilan Agama Menjadi mandul dan hanya menjadi tempat
mencari legitmasi hukum belaka tanpa mampu menjadi tempat penyelesatan
perkara. Meskipun dalam penjelasan Pasal 50 tersebut dijelaskan bahwa
“Penyelesain terhadap obyck yang menjadi sengketa tidak menyebabkan
terhentinya proses persidangan”

Sedangkan mengenai hak milik yang benar-benar menjadi kewenangan
Peradilan Umum tidak dyjelaskan sama sekali.

Dalam persoalan perkawinan misalnya, ketika suami-istri bercerai,
sengketa hak milik akan muncul tatkala si istri menuntut pembagian harta
bersama. Pada pemeriksaan persidangan suami yang tergugat mendalilkan
bahwa harta-harta yang di gugat oleh stri adalah harta pribadi sebagai warisan
dari orang tuanya. Oleh karena itu karena semua harta yang digugat dibantah
oleh suami, sebagai milik pribadi bukan harta bersama, berarti seluruh barang
obyek perkara tersebut tersangkut sengketa hak malik 1D

Belum lagi persoalan warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, tentu
semua tidak bisa lepas dari masalah hak milik. Kalau melihat yang demikian

tentu kewenangan Peradilan Agama menjadi sangat sempit seperti yang terjadi

) M. Yahya Hacahap, Kedudukan. .. ... hlm. 176.



pada zaman penjajahan dengan adanya Staatsblad 1937 , dimana perkara
kewarisan yang secara nyata menyangkut harta tidak menjadi kewenangan
Peradilan Agama untuk mengadili.1?

Melihat kenyataan di atas nyatalah bahwa UU No. 7 Tahun 1989 ini
mengandung kehendak pendefintipan dan juga mengandung hal-hal yang
dinamik, mengambang bahkan bersifat konflk dan bersentuhan dengan
lingkungan Peradilan Umum dan hukum adat. Jika secara an sich bertitik tolak
dan berbagai rumusan pasal, ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan
kebutuhan hukum karena rumusannya mengandung klausal yang kabur dan
mendua. Sedemikian kabumya sehingga sulit untuk menerapkan tanpa
keberanian melakukan trobosan melalui pendekatan realistis yang sesuai dan
konsisten dengan dinamika kebutuhan hukum dan asas peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan pada satu pihak dan kebutuhan kepastian
penegakan hukum pada pihak yang lain.t?

Keadaan yang demikianlah yang menyebabkan para pakar hukum yang
berkecimpung pada wilayah Peradilan Agama membuat penafsiran undang-
undang. Seperti yang dilakukan oleh M. Yahya Harahap!¥, dengan menafsirkan
bahwa sengketa hak milik int terjadi tatkala menyangkut pihak ketiga bukan

pthak-pthak yang berperkara.l3) Penafsiran inilah yang banyak diikuti oleh para

13 Ahmad Azhar Basyir,”Tlukum Islam....... ?, dalam, Dadan Muttagien, dkk,
Peradilar .. him 10.

) M. Yahya Harahap, Keduditkan. ... .. hlm.5
M Yahya Harahap adalah hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia.

') M. Yahya Harahap, Kedudrikan. ... .. him. 179.



hakim dilingkungan Peradilan Agama sekarang ini. Padalah penafsiran inipun
bisa jadt masth memiliki banyak kelemahan.

Masalah ini yang berusaha penyusun ungkap dimana pengaruh paling
nyata adalah wilayah kewenangan absolut Peradilan Agama dibuat
mengambang dan mengandung konflik kepentingan yang tentunya tidak layak

bagi Peradilan sebagai tempat mencan keadilan yang pasti.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pemaknaan sengketa hak milik pada Pasal 50 UU No. 7
Tahun 19897
2. Bagatmana pengaruh pemaknaan sengketa hak milk terhadap

kompetensi Peradilan Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a. Untuk mendeskripsikan pemaknaan ketentuan sengketa hak mihk
yang terdapat dalam Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989.

b. Untuk mengadakan analisa dari berbagat perspektf tentang
penafsiran sengketa hak milik tersebut serta pengaruhnya terhadap
kompetensi Peradilan Agama.

2. Kegunaan

a. Sebagai sumbangan bagi kelengkapan data dalam upaya

pengkajian-pengkajian  selanjutnya yang  berkaitan dengan

pelaksanan hukum Islam di Indonesia.



b. Untuk menambah khasanah keilmuan dan wawasan bagi penyusun

khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Membicarakan hukum Islam di Indonesia dan juga kawasan dunia
lainnya, maka akan selalu menampakkan dua sisi wajah. Pertama 1a akan
menampakkan diri sebagai hukum Islam yang bersifat universal dengan daya
jangkau untuk semua tempat dan segala zaman. Akan tetapt pada sisi wajah
yang lain hukum Islam juga dituntut untuk menampakkan dinn dengan wajah
khas ke-Indonesiaan, dan pembahasan ini akan lebih diarahkan pada aspek
kedua. ‘

Sengketa hak milik masih menjadi permasalahan tersendint yang harus
dihadapi oleh Pengadilan Agama. Aturan yang tidak jelas menyebabkan
pengaruh pada kompetensi absolut Pengadilan. Beberapa literatur kami
temukan seperti tulisan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul
Kedudnukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tabun
1989), memulis tentang betapa sulitnya penyelesaian perkara ketika terkait
dengan sengketa hak milik karena harus berhadapan dengan dua pengadilan
sekaligns yakmi pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Untuk
menjembatani kesulitan tersebut Yahya Harabhap memaknai sengketa, hak
milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Umum bila menyangkut pihak
ketiga. 16)

H. Rathan A Rasyid, dalam bukunya Hukam Acara Peradilan Agama,

menulis tentang adanya upaya mendeskriminasikan antara Peradilan Umum

19 M. Yahya Harahap , Kedudukan... ... hlm. 175.
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dan Peradilan Agama dengan adanya pasal 50 UU No. tahun 1989. Pada
bagian selanjutnya ia mengemukakan solusi yakni dengan mengubah bunyt
pasal. 17

Cik Hasan Basyri dalam bukunya Peradilan Agama di Indonesia, tentang
bahasan masalah sengketa hak milik juga memaknainya kettka menyangkut
pihak ketiga. Ja mengikuti pendapat Yahya Harahap dalam perkara tersebut.1®)

H.A Mukti Arto dalam bukunya Prakiek Perkara Perdata Pada Peradilan
Agama, juga memaknai sengketa hak milik yang menjadi kewenangan Peradilan

Umum dalam perkara Umat Islam adalah ketika menyangkut pihak ketiga.

- Lebih lanjut Mukt Arto juga membahas tentang tata cara penyelesaian perkara

yang terkait dengan sengketa hak milik di Pengadilan Agama. 19

H. Zain Badjeber dan Abdurrahman Shaleh , dalam Undang-Undang No.
7 Tabun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Komentar. Membahas tentang Pasal
50 UU No. 7 Tahun 1989 ini dengan mengartikan bahwa masuknya pihak
ketiga inilah yang dimaksud dengan adanya sengketa hak milik atau
keperdataan lamn. Bisa jadi pihak ketiga tesebut tidak mencampur kedalam
proses perkara yang sedang berangsung karena itu masih dapat

mempertahankan hak-haknya dalam perkara tersendiri.29

" H. Rathan A Rasyid, Hukwm Acara Peradilan Agama, cer3, (Jakarta; Rajawali
Press,1994), him. 40.

% Cik Hasan Basyn, Peradilan Agama di Indonesia, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo,
1998), him. 208.

1) H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama, cet3, (Yogyakarta;
Pustaka Pelajar , 2000), hlm. 119

2 H. Zain Badjeber dan Abdusrahman Shaleh, Unrdang-Undang No. 7 Tabun 1989
tentang Peradilan Agama dan Komentar, (Jakarta; Pustaka Amarm, tt), hlm 84-85.
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Tulisan dalam bentuk skripsi kami temukan dalam karyanya Purnomo
Nugroho, Persengketaan Kewarisan Setelaly Labirnya Undang-Undang No. 7 Taban
1989 (Studi Kasus di Pengaditan Agama Skman 2 namun tulisan ini lebih pada
tingkatan praksis dan khusus mengenai masalah waris sedangkan masalah hak
milik, kurang banyak dibahas.

Kebanyakan tulisan ini terlihat lebih mengarah pada pemaknaan
sengketa hak milik terkait dengan pihak ketiga, namun penelahan lebih lanjut
ketika pemaknaan itu ada kurang terbahas. Serta pengaruhnya terhadap
kompetensi Peradilan Agama terkait dengan hal tersebut juga masih kurang
terbahas.

Alasan-alasan pemaknaan tentang sengketa hak milik i dan
pemunculannya serta berbagai alasan lain yang mempengaruhi terwujudnya
pasal ini juga kurang dijabarkan, maka penyusun akan berusaha untuk

membuat penelitian yang lebib jauh mengenai masalah sengketa hak milik ini.

E. Kerangka Teoretik

Bertitik tolak dar penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970,
lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu di antara lingkungan “Peradilan
Khusus” berhadapan dengan Peradilan Umum. Masing-masing lingkungan
Peradilan Khusus yang terdiri dari lingkungan Peradilan Agama, Peradilan
Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, hanya melaksanakan fungsi
kewenangan menangani perkara-perkara “tertentu” dan terhadap golongan

rakyat tertentu. Jadi fungsi kewenagan mengadili lingkungan Peradilan Agama

) Pummomo Nugroho, , Persengketaan Kewarisan Setelah Lahirnya Undang-Undang No 7
Tabun 1989 (Studi Kasns di Pengadilan Agama Slkewman), , Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta:
Fakultas Syari’ah TAIN Sunan Kalijaga, 1996).
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ditentukan dua faktor yang menjadi cin keberadaannya, pertama, perkara
perdata tertentu dan Aedua golongan tertentu “rakyat Tertentu”.

Tentang siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu yang
duduk sebagai subyek hukum ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan
Peradilan Agama telah ditegaskan beberapa kali dalam UU No. 7 Tahun 1989.
Pertama-tama penegasannya tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1),
kemudian ditetapkan lagi dalam penjelasan umum , angka 2 alenta ketiga.

Pasal 2 UU No 7 tahun 1989 menyatakan: “Peradilan Agama
merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kahakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur
dalam undang-undang ni”.

Begitu pula yang digariskan dalam Pasal 29 ayat (1) berbunyi:

“Peradilan Agama yang bertugas dan berwenang memenksa, memutus
dan menyelesatkan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam”. Hal yang sama juga telah dicantumkan dalam penj.elasan

umum, angka 2 alenta ketiga yang berbunyz:

Peradilan Agama mempakan peradilan tingkat pertama untuk
memriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang
yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibbah,
wakaf, shadaqah berdasarkan hukum Islam.

Dar bunyi rumusan ketiga ketentuan diatas, salah satu asas sentral yang
terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 1alah asas personabitas keislaman pada
bagian asas-asas UU No. 7 Tahun 1989 dijelaskan tentang asas personalitas

keislaman sebagat berikut:

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.



2. Atau hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurat hukum
Islam, maka pihak-pihak berperkara tetap tunduk pada kewenangan
Peradilan Agama sekalipun pada saat terjadinya sengketa salah satu
pihak sudah beralih agama dari Islam ke agama lain. Dalam kasus
seperti itu penyelesaian perkara tetap tunduk ke Peradilan Agama,
karena pada diri pthak-pithak masih melekat asas-asas personalitas
keislaman.

Dari berbagai ketentuan pasal dan penjelasan ying dilakukan, secara
umum fungsi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama telah
ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1), yang meliputl perkara-perkara dibidang
perdata :

a. Perkawinan

b. Kewarisan, wasiat , dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum

Islam.
Cc. Wakaf dan Shadaqah.'—’?)

Bidang sengketa hak milik sesuai Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989

menjadi kewenangan Peradilan Umum:

Dalam hal teradi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam
perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus
mengenal obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus Iebih dahulu
oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.?)

Ketentuan im1 udak terlepas dari adanya Yusisprudensi MA No.

11K/AG/1979 pada tanggal 1979, yang menyatakan bahwa:

“Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta
warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan
tidak termasuk kewenangan Peradilan Agama untuk memesksanya tetapi
masuk kewenangan Peradilan Umum.2?

) Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang UUPA

) Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 Ibid

M, Yahya Harahap, Kedudnkan.. ..., him. 152,
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Hak milik bisa menjadi sengketa karena pada wilayah in1 hak milik
menjadi suatu yang sangat privat. Ada beberapa perkembangan tentang hak
milik dan beberapa teori yang mengiringinya. Pada awalnya hak milik tidak ada
yang menjadi hak milik pribadi. Anggota-anggota masyarakat mengadakan
perjanjian untuk memperoleh hak milik atas benda-benda yang diinginkan
masing-masing dengan ketentuan bahwa seseorang anggota masyarakat hanya
boleh memiliki benda-benda yang diinginkan itu bila benda-benda tersebut
belum menjadi hak milik anggota yang lain (tdak bertuan). Tapi pemilikan
benda pada tahap ini masih bersifat alamiah saja. Artinya benda-benda tersebut
dikuasai seseorang tanpa didasari hak yuridis apapun.® Paham ini banyak

dianut oleh kaum Stoa , 26

Pada tahap kedua hak milik pribadi telah mulai memperhatikan dan
disempurnakan dalam hukum, dimana selain hanya melalui penguasaan
jasmaniah, hak milik seseorang atas suatu benda itu telah pula dapat dibuktikan
atau dipertahankan secara yuridis.2) Tokoh yang masuk dalam wilayah ini
adalah Lock dengan pendapatnya sebagaimana dikutip oleh Sony Keraf bahwa
demi kelangsungan hidupnya, Tuhan telah memberikan dunia pada manusia
untuk dimiliki secara bersama. Semua manusia memPunyai hak yang sama
untuk menggunakan sumber daya alam bagi kelangg;lngan hidupnya. Teori

Lock menyatakan” manusia bisa sampai mempunyai hak milik pribadi atas

) Purnadi Purbacaraka dan A Ridwan Halim, Hat Milik Keadilan dan Kemakmuran:
Tinjanan Falsafal Hukum, cet.1 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), him. 11.

*) Sony Keraf, Hukmn Kodra dan Teori Hak Milik Pribadi, cet5 (Yogyakarta:
Kanisius, 2001), him. 54.

) Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, Hak Milk.. ..... Him. 12.



15

beberapa bagian dari apa yang telah dibertkan Tuhan kepada manusia secara

bersama...... tanpa kesepakatan yang terucap diantara mereka”.?®)

Fase ketiga merupakan fase dimana hak milik pribadi telah berkembang
pada tahap yang lebih mantap, karena tidak hanya kedudukan hak milik saja,
melainkan juga penggunaannya, penguasaannya bahkan sampai pada

penikmatan hasil telah dijamin oleh undang-undang. %)

David Hume merupakan tokoh yang mencoba membuat teori ini,
menurut Hume sebaagimana yang dikutip oleh Sony Keraf, bahwa milik
prbadi tidak lain adalah barang yang kepemilikannya secara tetap ditentukan

oleh hukum dar suatu masyarakat, oleh hukum keadilan.?®

Dalam masalah harta Islam berpandangan yang sangat tegas dan
bijaksana, karena Allah SWT menjadikan harta sebagai  hak miliknya,
kemudian harta ini diberikan kepada yang dikehendakinya untuk dibelanjakan
dijalan Allah. Karena Allah SWT memberkan harta kepada orang untuk

menguasainya saja bukan sebagai hak miliknya secara mutlak. Firman Allah

30 . 4 uililiae oSlaa Lo g8 5
), Sile s Al Je (30 o2 5is 5.
Dan ayat tersebut menguatkan bahwa harta itu milik Allah SWT,

kemudian memberikan kekuasaan kepada hambanya. Karena itu mereka adalah

™) Sony Keraf, Hukmmn..... .. hlm. 70

®) Purnadi Purbo Caraka dan A. Ridwan Halim, Hak Mikk. .. ..... hlm 13
* Sony Keraf, Hukum. ... .. him. 91-92.

Y Al-Hadud (57) :7

2 An-Nur (24) : 33
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sebagai wakil dari pemiliknya dan kepada mereka diben kewajiban untuk
menginfakkannya yaitu untuk melepaskan ikatan perjanjian dalam perwakilan.
Tetapi dalam pelepasan itu harus sesuai dengan syarat-syarat ‘yang telah
ditentukan. Kemudian siapa saja yang kurang dalam memenuht syarat-syarat
ini, maka bertanggungjawab dalam penghitungannya. Adapun yang termasuk
tidak memenuhi perhitungan adalah karena mereka buruk dalam menggunakan
harta yang telah dipercayakan pada mereka.??

Maka meremehkan harta infaq adalah mengandung pertanggung
jawaban kepada umat secara keseluruhan karena kelalaian setiap individu umat
dalam memelihara harta akan berakibat buruknya penggunan harta pada umat
secara keseluruhan, sehingga dengan kelalaian tesebut akan memperoleh
bahaya.Dalam ayat lain Allah Berfirman

39, ... Jadlly oSy oSl gal 1Y,
dari ayat ini mengandung pengertian lebih lanjut bahwa Islampun sangat
menghargai hak milik pribadi dan bila seseorang ingin mendapatkan sebuah
harta harus ditempuh dengan jalan yang baik.

Teri-teori di ataslah yang dijadikan penulis sebagai acuan dasar, bahwa
sengketa hak milik tersebut menjadi suatu hak yang sangat pribadi. Maka
ketika seseorang akan memiliki harta tersebut harus melalui jalur yang benar
dan mendapat pengakuan secara formal sesuai dengan undang-undang.
Sengketa yang terjadi ketika tidak terselesaikan secara kekeluargaan maka

pengadilanlah yang berhak memutuskan sengketa tersebut sesuai dengan

.

) Muhammad Mahmud Babl, Kedwdnkan Harta menurut Pandangan Islam, 2lih bahasa,
Abdul Fatah Idris, cet.1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), him. 32-33

*) An-Nisa’(4): 29
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undang-undang yang berlaku. Namun dalam hal pengadilan mana yang berhak
disinilah persoalan muncul ketika peraturan yang ada tdak jelas. Maka
penafsiran undang-undang adalah suatu yang mutlak harus dilakokan.

Dalam hal penafsiran undang-undang ada beberapa hal yang harus
menjadi patokan agar penafsiran tersebut tidak menyalahi dan melampaui
batas. Oleh karena undang-undang seringkali dianggap tidak jelas maknanya,
maka para pelaksana hukum menganggap perlu untuk mengadakan penafsiran.
Cara—cara penafsiran undang-undang tersebut adalah:

1. Penafsiran penambahan
Bila sutau teks samar-samar diperlukan suatu penafsiran. Penafsiran ini
diadakan dalam suvatu komentar. Tujuannya adalah menghapus kegelapan

makna.3%) Penafsiran jents 1ni meliputi:

a. Interpretasi gramatikal yang menerangkan arti kata-kata yang
dipakai batk dalam pergaulan sehari-hari maupun sebagai istilah
hukum.

b. Interpretasi sistematis, yang menerangkan undang-undang tertentu
dengan undang-undang yang lain.

¢. Interpretasi historis, yang meneliti sejarah undang-undang itu
dan penerapannya oleh pemerintah yang sah. Penafsiran ini
mencakup:

(1) Penafsiran dengan melihat perkembangan terjadinya undang-
undang, melihat bahan-bahan perundang-undangan atau
parlemen dan sebagainya (Weishis to risch).

(2) Penafsiran dengan melihat lembaga-lembaga hukum yang
ditentukan oleh undang-undang (rechts historisck).36

d. Interpretasi amfentik 1alah tafsiran resmi yang ditentukan oleh
undang-undang itu sendiri.3?

*) Theo Husjbers, Filsafat Hukum, cet 5 (Yogyakarta: Kanistus, 1995), him. 133.

*) Purnadi Purbacaraka dan Soegjono Soekanto, Perwndang-undangan dan Yurispradensi
(Bandung; Penercbit Alumni, 1979), him. 21.

*} O Noto Hamidjojo, Seal-seal Filsafat Hukum, (Jakarta:  1975), him. 30.
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e. Interpretasi /lekokgika! yang menjelaskan undang-undang dengan
menyelidiki maksud pembuatnya akan tujuan dibuatnya undang-
undang itu.

f. Penafsiran ekstensif yakni penafsiran yang meperluas arti suatu
istilah atan  penafsiran dalam undang-undang.

g. Penafsiran restrikszf yaitu cara penafsiran dengan mempersempit
pengertian atau istilah dalam undang-undang.38)

2. Penafsiran pelengkap
Memahami suatu teks undang-undang melalui suatu interpretasi tambahan
tidak mencukupi. Sebab kelayakan yang dimaksudkan dibidang hukum tidak
pernah ditentukan secara menyeluruh oleh undang-undang. Hanya sebagian
dari kelayakan itu yang sesuai dengan rasa keadilan yang benar-benar membeku
dalam teks undang-undang .39
Penafsiran 1t melihat lebih jauh bagaimana undang-undang ini
diterapkan dalam lapangan. Tanpa pengetahuan tentang lapangan di mana
undang-undang diterapkan, pengertian undang-undang belum lengkap
Penafsiran kedua ini yang berdasarkan memeriksa dianggap tepat bila tidak

dapat disangkal dengan argumen-argumen rasional. 40

* Purnadi Purbacaraka dan Soetjono Soekanto, Perundang....hlm. 22. Penafsiran
yang lain selain penafstran diatas adalah penafsiran Analsgfs,, yaitu memben penafsiran pada
suatu peratuan hukum dengan member: 1barat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan
asas hukumnya, sehingga suatu penmstiwa yang sebenarnya ridak bisa dimasukkan, lalu
dianggap sesuai dengan bunyi pasal tersebut. Penafsiran asontrarie (menurut pengingkaran)
yaitu panafsiran dengan cara menafsirkan UU yang didasarkan pada perlawanan pengertian
antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal UU. C.T. Kansil Pengantar
pmeHuknnr dan Tata bukun Indonesia, cet 8, (Jakarta :Balai Pustaka, 1989), hlm.68-69.

¥ Kelayakan ini disebut oleh J. Meijer “Equitas Consitute” atau ‘Equite Fixee”, DD.
Scheltens, Pengantar Filsafat hukwun, (Jakarta: ,1984), hlm 82.

“ Theo Hiujbers, Filsaafat. ......hlm. 134.
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3. Penafsiran Budaya

Penafsiran ini adalah penafsiran perkara-perkara di bawah pengaruh
keyakinan-keyakinan suatu masyarakat tertentu. Keyakinan-keyakinan ini yang
tidak bersifat politik, melainkan bersifat sosial-etts, menyatakan dalam suatu
masyarakat tertentu dianggap layak atau tidak. Biasanya keyakinan-keyakinan
sisoal-etis sudah ada sebelum ditemukan argumen-argumen yuridis yang
cocok. Maka keyakinan-keyakinan sosial-etis itu harus digabung dengan
argumen yundis murni, supaya dapat meyakinkan. Dengan demikian
argumentasi sudah tdak obyekuf lagi, dan menjadi penafsiran yuridis yang
sah.4)

Ketika dikaitkan dengan Peradilan Agama maka yang perlu menjadi
sorotan adalah bahwa dalam Islam persoalan hak milik juga menjadi pemikiran
yang sangat serius. Maka sangat disayangkan jika Peradilan Agama tidak
mempunyai kewenangan untuk menga::li]i. Kesulitan yang paling nyata adalah
bahwa hukum Islam tersebut tidak ditvangkan dalam bentuk perundang-
undangan positif. Sehingpa kewenangan yang terkait tentang hak milik selain
yang ada dalam ketentuan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tidak menajdi

kewenangan Peradilan Agama.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelittian
Jenis peneclitan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitaian

pustaka (Zberary research), yaitu penehitian dengan menggunakan buku-buku

" Ibid.... hlm. 134-135
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yang berkaitan dengan bahasan tersebut dan merujuk pada undang-undang

serta aturan yang relevan.

. Sifat Penelitan

Penelitan ini bersifat desknplif-analitis, yaitu penyusun memberikan
pemaparan secara detail mengenai data-data yang berkenaan dengan
sengketa hak milik dalam perkara perdata Islam benkut hal-hal yang
melingkupinya, kemudian ditkuti analisis berdasarkan pemikiran penyusun
dengan mengacu pada data-data tersebut.
Pendekatan
Pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripst i adalah:
a. Pendekatan Normatif Yuridis
Yaitu cara mendekati masalah yang ditelii dengan mendasarkan
kepada praturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta
peraturan lain yang relevan (sesuai).
b. Pendekatan Historis
Yaitu cara mendekati masalah dengan melihat latar beklakang

kesejarahan,. Serta sebab-sebab timbulnya masalah tersebut.

. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dar draf-draf yang berkaitan dengan undang-undang
Peradilan Agama khusunya yang berkenaan dengan munculnya ketentuan
tentang sengketa hak milik dalam perkara perdata Islam sebagai data utama

dan buku-buku yang ada relevansinya kalau diperlukan.

. Analisa data
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Analisa data dilakukan secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah analisa
dengan menggunakan penafsiran dan menguaraikan data dengan maksud
dapat diambil nilai yang terkandung didalamnya dan kemudian dapat
ditarik kesimpulan. Metode ini menggunakan dua cara yaknt:
a. Deduksi
Metode ini digunakan untuk menjelaskan hukum positf yang
berkenaan dengan Peradilan Agama serta beberapa aspek utamanya
dan kemudian menggambarkan secara lebih khusus sengketa hak milik
dalam perkara perdata yang menjad: kewenangan Peradalan agama
tersebut.
b. Induks:
Digunakan untuk mengakumulasi persoalan-persoalan yang timbul
dengan adanya sengketa hak milik bagi umat Islam dalam perkara

perdata Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk membahas pokok masalah dalam  skrpsi ini
digunakan lima bab pembahasan. Dengan diawali uraian pada bab pertama
yang berisi pendahuluan dan diakhiri pada bab kelima yakni penutup.

Pada bab perfama dimulai dengan pendahuluan, dalam bab int
dikemukakan garis besar dari suatu kajian yang meliputi uraian tentang latar
balakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah puostaka,
kerangka teoretik, metode peneliian dan terakhir sistemattka pembahasan.
Pembahasan ini digunakan untuk melihat vrgensi dari penelian serta metode

penelitian yang hendak digunakan
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Bab kedua secara khusus akan membahas kedudukan Peradilan Agama
dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara perdata Islam. Pada bab ini akan
melihat tentang sejarah lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 sebagal gambaran
adanya berbagai hal yang melungkupi kemunculan aturan selanjutnya. Masalah
eksistensi dan kemandirian Peradilan Agama bagi umat Islam. Serta masalah
kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Peradilan Agama. Bab im
digunakan untuk melihat secara lebih jauh mengena kewenangan Peradilan
Agama dalam menangani perkara Perdata Islam untuk selanjutnya akan
digunakan sebagai pembanding adanya pembahasan pada bab ketiga.

Pada bab kefigs lebih ditekankan pada pembahasan seputar masalah
sengketa hak milik dan keperdataan lain. Pada sub bab pertama membahas
secara lebih spesifik latar belakang munculnya ketentuan sengketa hak milik
Sub bab 4edua membahas int dari ketentuan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989
dan Sub Bab kefiga beberapa pandangan tokoh tentang adanya ketentuan
sengketa hak milik, serta penafsiran yaﬁg dilakukan oleh mereka. Bab ini secara
spestfik membahas apa yang menjadi topik bahasan dalam pokok masalah.

Pada bab empat akan rnerﬁbahas tentang keterkaitan persoalan sengketa
hak milik  berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama dalam
menyelesaikan Perkara perdata Islam. Dalam bab ini akan dibahas tentang
sejauh mana hakim mempunyal wewenang untuk menafsirkan undang-undang.
Serta yang terakhir adalah masalah pengaruh ketentuan dari adanya penafsiran
sengketa hak milik terhadap kompetensi absolut Peradilan Agama, Yang

merupakan inti dari persoalan yang dibahas pada skripsi ini.



BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan dan analisa yang dipaparkan di atas, dapat ditarik\:)} .
kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada dua penafsiran yang menyangkut sengketa hak milik dalam masalah
perkara perdata Islam. Yaitu perfama, penafsiran berdasarkan para pihak,
yakmi penafsiran yang memandang perkara perdata Islam dan sudut
pandang barang bukti dari para pihak yang berperkara. Kedwa, penafsiran
berdasarkan pihak ketiga, yakni penafsiran dengan melihat pthak-pthak
yang berperkara yakni apakaﬁ ada orang lain (pthak ketiga) yang ikut
masuk dalam perkara tersebut.

2. Penafsiran yang paling banyak dipakai oleh Pengadilan Agama dalam
menerima perkara yang masuk adalah penafsiran pthak ketiga. Penafsiran
pihak ketiga ini memungkinkan Pengadilan Agama menerima, merneriksa
dan memutus secara lebih neyeluruh terhadap perkara yang masuk. Akan
tetapi dengan adanya penafsiran para pihak (pthak kedua) yang di pahami
MA, kewenangan Peradilan Agama menjadi sangat sempit dan dengan
adanya penafsiran 11 memperlihatkan bahwa theery receptie masih

mempengaruht keberadaan hukum Islam di Indonesia yang terlthat dan
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adanya pembatasan yang sangat ketat terhadap kewenangan Peradilan
Agama dalam menangani perkara perdata Islam.
Demikianlah dapat dikatakan bahwa UU No. 7 Tahun 1989 sebagai
peraturan dan hukum acara Peradilan Agama masih menampatkan peradilan
ini pada bagian yang banyak mengandung polemik,k dan mempinyai sifat

menduz.

B. Saran

Mencermati gambaran pada pembahasan di atas, penyusun memahami
bahwa memang tidak mudah membuat sebuah aturan yang melingkupi
segenap masyarakat yang sedemikian plural. Namun setidaknya harus ada
tundakan kearah itu dan garis batas yang jelas dan tegas yang mengtkat seluruh
elemen masyarakat berdasarkan kondisi keagamaan umat Islam yang ada di
Indonesia. Untuk itu penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat yang rendah menjadi pekerjaan rumah bersama,
maka perlu digalakkan sosialisasi terhadap hukum Islam serta fungsi dan
posist Peradilan Agama bagt umat Tslam. Maka perlu kiranya lembaga
peradilan yang ada, khususnya Pengadilan Agama dan Pengadilan Neger:
tkut andil dalam proses penyadaran ini dengan menegaskan kepada para

pthak yang sedang berperkara tentang kewenangan absolut masing-

masing.
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2. Yang lebih perlu adalah pembahasan lebih lanjut mengenai kompetensi
. masing-masing peradilan, agar bisa menjadi patokan yang jelas terlebih
dalam masalah Peradilan Agama sebagai peradilan khusus bagt umat Islam
berdampingan dengan peradilan-peradilan yang lain dalam kesejajaran
tanpa ada yang merasa dibawah dan ada yang merasa diatas dan tidak
terkesan terjadi saling berebut kewenangan mengadili dalam suatu perkara.
Demukianlah beberapa pemukiran yang dapat penyusun ungkapkan.
Dengan harapan semoga sedikit saran yang tertuang dalam skripsi ini dapat
mejadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam
pengambilan kebijakan baik para pelaksana hukum (hakim) maupun pejabat
lain yang memiliki afiliasi terhadap penentuan masa depan Peradilan Agama

sebagal peradilan khusus bagi umat Islam.
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Lampiran 1

TERJEMAHAN
NO [ HLM | FTN | TERJEMAHAN
BABI
1 15 31 | dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah
jadikan kamu sebagai penguasanya......
2 15 32 . dan untuk itu berikanlah harta Allah yang ada di
tanganmu...... _
3 16 34 |....jangan memakan harta yang dibertkan Allah di
antaramu secara bathil........
BAB I
4 30 20 | Tiada seorang anakpun yang diahirkan kecuali ia
dilahirkan dalam keadan suci (fitrah), hingga orang
tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau
Majust.
BAB IiI
5 68 Keputusan  hakim  dalam  masalah  ijtthad
menghilangkan khilaf
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Lampiran 3

PUTUSAN
Reg. No. 162/Pdt/1992

"DEMI KEADAILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA™

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan
sebagai berikut dalam perkara:

Hi. MARE bin FARAY bin ABDUL AZIS, bertempat tinggal dijalan
Mononutu, Kelurahan Stadion, Keéamatan Kota Ternate Selatan, Kotif Ter-
nate PEMOHON KASASI DAHULU PENGGUGAT/TERBANDING:

melawan:

1. FAUZIAH bin FARAY bin ABDUL AZIS, bertempat tinggal di
Kelurahan Makasar barat, Kecamatan Kota Ternate Utara;

2. UMSYET binti FARAY bin ABDUL AZIS, bertempat tinggal dijalan
Ketilang, Kecamatan Ternate Utara, para TERMOHON KASASI,
DARULU TERGUGAT I DAN IPEMBANDING;

D an:

BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KEPALA KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL DAERAH MALUKU UTARA DI TER-
NATE, turut termohon kasasi dahulu tergugat Il/turut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang para
termchon kasasi dan turut termohon kasasi sebagai Tergugat asli dimuka
persidangan Pengadilan Negeri Ternate pokoknya atas dalil-dalil;




Bahwa penggugat asli memiliki sebidang tanah berikut rumah yang berdin
di atasnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ternate tanggal 28
Agustus 1978 No. 142/1978, tentang Hibah terkenal setempat lingkungan
B.L terletak di Jl. Mononutu, sekarang kelurahan Stadion, dengan batas-
batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugat;

Bahwa tanah dan rumah yang sekarang menjadi sengketa tersebut telah
penggugal asli kuasai jauh sebelum keluarnya Penetapan dari Pengadilan
Agama di afas;

Bahwa pada tahun 1986 adik penggugat asli dari Surabaya bernama
Fuad bin Faray, menggugat ahli waris dari almarhumah Faray Bin Auzis,
dalam perkara No. 8/Pdt.G/1986/PN.Tte;

Bahwa untuk mengakhiri perkara tersebut, maka Fuad bin Faray membuat
perjanjian perdamaian tertanggal 11 Januari 1987, di mana tanpa sepenge-
tahuan penggugat asli, rumah dan tanah milik penggugat asli tersebut di atas,
juga dimasukkan ke dalam perjanjian perdamaian tersebut;

Bahwa ternyata surat perdamaian tersebut tidak pernah diajukan
kepersidangan Pengadilan, oleh sebab mana seharusnya tidak berlaku
apabila dijadikan bukti pembagian waris;

Bahwa tergugat asli [ dan II kemudian mempengaruhi surat perjanjian
perdamaian tersebut seolah sebagai surat peinbagian waris, kemudian
mengurus sertifikat melalui tergugat asli IIT;

" Bahwa tanpa memeriksa lebih ianjut, tergugat asli III memproses
permintaan tergugat asli I dan’l], sehingga keluar sertifikat Hak Milik atas
tanah dan rumah milik penggugat asli, menjadi milik tergugat asli T dan II;

Bahwa penggugat asli sangat khawatir tergugat asli I dan If akan menjual
tanah dan rumah sengketa kepada pihak ke-IIl, karena itu penggugat aski
mohon agar Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan atas barang sengketa;

Bahwa penggugat asli juga khawatir bahwa para tergugat akan merobah
rumah sengketa dari bangunan aslinya, untuk itu dalam provisi penggugat
asli mohon agar Pengadilan melarang tergugat asli I dan II atau orang lain
yang beroleh hak dari mereka untuk merobah/merusak bangunan aslinya
serta melarang tergugat asli I dan II memasuki tanah dan rumah sengketa;

Bahwa atas gugatan ini penggugat mohon agar Pengadilan mengambil
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Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 9 Nopehber '

1991, No. 49/Pdi/1991/PT Mal;
MENGADILI SENDIRI:

Memerintahkan Pengadilan Negeri
egeri Terpate unt ;
memutus perkara No. 07/Pdt.G/1991/PN. Tte tcrsebul:_" uk memeriksa dan

bandlj\gznsilsjcl:u:lRpa:; ;c(z)'glghon kasasi inembayar biaya perkara dalam tingkat
(5 2COESAl RP. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 i
kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua pulljuh 3—ibu ru;!iaar}?)-“ngkat
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. : pat permusyawaratan Mahk
iic:?mha:SKamxs tanggal 10 Februari 1994 dengan Ny. Karlinazi?lalfl'grgnui[:l?
pous a SEbof:b.roto, SH. ?{aktm Agung yang ditunjuk oleh Xetua Mahkamah

gung sebagai Ketua Sidang IG.B. Tistayasa, SH. dan Moenarso, SH

PUTUSAN
Nomor: 49/Pdt/1991/PT.Mal.

"DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon, mengadili perkara-perkara
perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara:

|. FAUZIAH BIN FARAY BIN ABDUL AZIS, pekerjaan guru, bertempat
tinggal di Kelurahan Makasar barat, Xecamatan Kota Ternate-

Selatan, Kotip Ternate, dulu sebagai Tergugat I sekarang
Pembanding selanjutnya disebut TERGUGAT I/PEM-
BANDING;

2, UMSYET BIN FARAY BIN ABDUL AZIS, pekerjaan guru bertempat

di jalan Katilang, Kecamatan Ternate-Utara, dulu sebagai

Tergugat II sekarang Pembanding, selanjutnya disebut
TERGUGAT IVPEMBANDING; :

Kuasa : M. NUR HL SALEH, tempat tinggal di Kelurahan Soa, Kota

. Ternate-Utara, pekerjaan Pengacara/Penasehat Hukum
berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Mei 1991;

fawan:

HL. MARE BIN FARAY ABDUL AZIS, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Jalan Mononutu Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota

Ternate-Selatan, Kotip Ternate, dulu sebagai Penggugat,
sekarang Terbanding selanjutnya disebut PENGGUGAT/
TERBANDING; -

Kuasa : JAMAL KAMALUDIN SYAH, SH. pekerjaan Advokat dan
_ Pengacara bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah,
Kecamatan Kota Ternate-Selatan, Sebagai kuasa berdasarkan

surat kuasa tanggal 9 Pebruari 1991;



BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq. Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasional Daerah Maluku Utara di Ternate, dulu

sebagai Tergugat III sekarang Turut Terbandin j
. g selanjutnya
disebut TERGUGAT II/TURUT TERBANDING: o

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah menerima berkas perkara No. 07/Pdt-G/199 I/PN
: _  perk . - -Tte. pada tanggal
12}71\:[9191 di Pengadilan Tinggi yang diregister dengan No.: 49/Pdv/199]/
Mal. ' '

Te':lah membaca dan mempelajari surat-surat dajam berkas perkara dari
para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mcmperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara
‘lsepcrtl termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Temate tanggal 18 Mei
1991 No.: 07/Pdt-G/1991/PN.Tte., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat adalah tidak lepat dan tidak
beralasan";

Menyatakan sclanjutnyé bahwa Pengadilan Negeri Ternate,
berwenang untuk mengadili perkara tersebut; '

Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir",

Menimbang. bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan permohonan
Banding .tangga] 30 Mei 1991 No. 11 B/Pdt-G/1991/PN-Tte. yang dibuat
oleh -Pamtcra Pengadilan Tergugat [ maupun Tergugat II telah menyatakan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal [8 Mei 1991
No.: 07/Pdt-G/1991/PN.Tte. tersebut:

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan
secara saksama kepada kuasa penggugat pada tanggal | Juni 1991 sesuai

Risalah Pemberitahuan Pemyataan Permohonan Banding No.: 1| B/Pdt-G/

IE?QIIPN.Tte. Qan kepada kuasa tergugat 11 pada tanggal 3 Juni 1991 sesuvai
Risalah Pcmcm:ltahan Pemyataan Permohonan banding No. 07/Pdt-G/1991/
PN-Tte. yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temate;

M(?n'imbang. bahwa kuasa tergugat I dan II/Pembanding telah mengajukan

imo tnmtnmannl A Tem? 10A0 -

kuasa penggugat/terbanding pada tangal 8 Juni 1991 dan kepada kuasa tergugat
IIl/turut terbanding pada tanggal 10 Juni 1991, masing-masing sesuai Risalah
Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah (memori) Banding No.: 07/Pdt-G/
1991/PN-Tte.; '
 Menimbang, bahwa kuasa penggugat/terbanding juga telah mengajukan
Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Temate pada tanggal 10 Juni 1991 dan telah pula diberitahukan kepada
kuasa tergugat I,IYpembanding pada tanggal il Juni 1991 dan kepada kuasa
tergugat ITl/turut terbanding pada tanggal 13 juni 1991 sesuai Risalah
Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding No. 07/Pdt.G/1991/PN-
Tte. yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Temate;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberi kesempatan

-untuk memeriksa/mempelajari berkas sesuai dengan Risalah Pemberitahuan

Memeriksa Berkas Perkara yang untuk Kuasa Penggugat/Terbanding pada
tanggal 3 Juni 1991 dan kepada Kuasa Tergugat I.I/Pembanding serta Kuasa
Tergugat 1I/Turut Terbanding pada tanggal 4 Juni 1991 No. 07/Pdt-G/19%1/

PN-Tte.; -

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Tergugat I dan II.
Pembanding diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang
ditentukan oleh Undang-Undang, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan
dengan sempurna, serta syarat-syarat lain telah dipenuhi, maka formal
permintaan banding a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan mengenai sebidang tanah, yang letaknya
serta rumah batas-batasnya tertera dalam gugatan berikut rtmah yang berdiri
di atasnya merupakan milik Penggugat/Terbanding berdasarkan Penetapan
Pengadilan Agama Ternate tanggal 28 Agustus 1978 No. 142/1978 tentang
hibah, sehingga menuntut antara lain;

a. Menyatakan Pengadilan Negeri Temate tanggal 28 Agustus 1978 No.
142/1978 tentang hibah atas tanah, berikut rumah sengketa kepada
Penggugat adalah sah; dan

b. Menyatakan tapah berikut rurnah sengketa adalah milik Penggugat
berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ternate tanggal 28 Agustus
1978 No.: 142/1978:
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Menimbang, bahwa Tergugat [ dan Ii/Pembanding mengajukan jawaban
dalam eksepsi terhadap gugatan a quo mengenai kekuasaan absolut antara
lain sebagai berikut: :

Bahwa gugatan penggugat menyangkut kewenangan pengadilan Agama,
sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili

gugatan ini sebab rmengenai hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa dalil gugatan dan eksepsi tersebut dipertimbangkan
oleh Pengadilan Tinggi sebagai di bawah ini; .

Bahwa dalil gugatan mengenai tanah berikut rumah sengketa merupakan
milik Penggugat/Terbanding perdasarkan Penetapan Pengadilan Agama’
Ternate tanggal 28 Agustus 1978 No. 142/1978 tentang hibah maka atas
tanah berikut ramah sengketa bukan lagi merupakan sengketa mengenai hak
milik, melainkan perkara di bidang hibah sehingga tuntutan pensahan
Penetapan Pengadilan Agama Temate tanggal 28 Agustus 1978 No. 142/
1978 tentang hibah adulah wewenang Badan Peradilan Agama berdasarkan
pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan bukan wewenang Badan
Peradilan umum (Undang-Undang No. 2 Tahun 1986);

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka eksepsi

_ mengenai kekuasaan absolut dari Badan Peradilan Umum yang diajukan

oleh tergugat I dan II/Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan [I/Pembanding dikabulkan
maka putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 18 Mei 1991 No,; 07/Pdt-
G/1991/PN-Tte. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga
Pengadilah Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini seperti tercantum dalam
putusan ini; ‘

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan
maka biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding
harus dibebankan kepadanya, berdasarkan pasal 192 RBg;

Mengingat selain ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, juga
ketentnan Undang-andang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-undang No. 2
Tahun 1986 serta RBg-;

MENGADILI:

I. Menerima permintaan banding dari Tergugat 1 dan II/Pembanding.
f1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 18 Mei 1991

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II/Pembanding.

2. Menyatakan Badan Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa
dan mengadili gugatan perkara ini.
II[. Membebankan biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebesar

Rp. 25.000,- {Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada P
Terbanding. P p enggugat/

Demikianlah diputuskan pada hari ini: Sabtu Tanggal Sembilan
Nopember 19'00 Se!nbilan Puluh Satu oleh Tjung Abdul Mutalib, SH.
Ketua Pengadilan Tinggi Maluku selaku Hakim-Tinggi berdasarkan Surat

.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 2 Oktober 1991

N_o.: 49/Pdt/1991/PT.Mal., putusan mana pada hari dan tanggal tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tinggi
te'rsebut dengan dihadiri Ibrahim Ali Slamat Panitera-Pengganti Pengadilan
Tinggi tersebut dan diluar hadimya para pihak yang berperkara.
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PUTUSAN
Nomor: 07/Pdt-G/1991/PN-Tte.

"DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA™

Pengadilan Negeri Ternate, yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Sela, sebagai berikut
dalam perkara:

- HI. MARE BIN FARAY BIN ABDUL AZIS, pekerjaan wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Mononutu Kelurahan Stadion, Kecamatan
Kota Temnate Selatan, Kotip Temate sebagai PENGGUGAT:

Lawan

1. FAUZIH BIN FARAY BIN ABDUL AZIS, pekerjaan Guru, bertempat
tinggal di kelurahan Makasar Barat, .Kecamatan Kota Temate Utara,
sebagai TERGUGAT I,

2. UMSYET BIN FARAY BIN ABDUL AZIS, pekerjaan Guru, bertempat
di Jalan Ketilang, Kecamatan Temate Utara, sebagai TERGUGAT II,

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Kepala Kantor Badan Pertanah-
an Nasional Daerah Maluku Utara di Temate, sebagai TERGUGAT III

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 marel
1991, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temate, pada tanggal
6 Maret 1991 dan didaftarkan dengan memakai Nomor: 07/Pdt-G/1991/PN-
Tte; telah mengemukakan sebagai berikut;
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Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah berikut mhﬁhnya yang
diperolch berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama di Ternate tertanggal
28 Apgustus 1978 No. 142/1978, tentang Hibah, terkenal setempat
lingkungan B.IL. terletak di Jalan Monunutu, sekarang Kelurahan Stadion,
Kecamatan Kota Temate Selatan, Kotip Ternate, berbatas;

Utara dengan rumah Haji Amir Saleh, '

Selatan dengan lcrong

Barat dengan rumah Rahima,

Timur dengan Ji. Monunutu.
Bahwa tanah berikut rumah tersebut telah lama dikuasai oleh penggugat,
yaitu jauh sebelum Penetapan Hibah dari Pengadilan Agdmd Ternate
tersebut di atas;

Bahwa pada tahun 1986 pernah diajukan gugatan oleh adik penggugaf

dari Surabaya bernama Fuad Bin Faray, menggugat ahli waris dari Faray
Bin Azis dan seluruh penghuni rumah sewa, terdaftar dalam perkura
No. 8/Pd..G/1936/PN-Tte;

Bahwa untuk mengakhiri perkara tersebut di atas, maka oleh Sdr. Fuad -

sebagai penggugat waktu itu (1986), membuat perjunjian perdamaian
tenanggal 11 Januari 1987 dimana tanpa sepengetahuan penggugat, telah
dimasukkan tanah berikut rumah sengketa Lingkungan B.1I ml]!]\
Penggugat dalam perjanjian damai tersebut;

Bahwa surat perdamaian ! Januari 1987 tersebut kemudian tidak pernah

diajukan kemuka Pengadilan Negeri Ternate oleh Saudara Fuad, bahkan

. perkara No. 8/Pdt.G/1986/PN-Tte, dimana Sdr. Fuad kalah kemudian

banding;

Bahwa dengan demikian seharusnya menurut hukum, surat perjanjian
tanggal 11 Januari 1987 tersebut, udak berlaku lagi apalagi dijadikan
bukti pembahagian waris.-

Bahwa oleh tergugat I, II telah disalab gunakan surat perjanjian tanggal
11 Januari 1987 tersebut seolah-olah sebagai surat pembahagian waris,
kemudian secara tanpa hak mengurus sertifikat hak milik melalui
tergugat III;

Bahwa tergugat III tanpa memeriksa lebih lanjut fatwa akhli waris dari

terguguat I, I1, dari mana asal tanah berikut bangunan tersebut di atas,
Iarmndian dinroses meniadt hak milik tersueat T dan 1T denvan sertifikat

hak milik atas tanah benkut rumah sengketa, menJad1 milik tergugat [,
dan II;

9. Bahwa penggugat sangat kuatir karena tanah berikut rumah sengketa
akan dijual oleh tergugat I, IT kepada pihak ke III; cleh karena itu
dimohonkan agar tanah berikut bangunan sengketa, ditetakkan sita
jaminan;

10. Selain itu dikuatirkan para tergugat I, [l akan merobah dan atau mema-
sukkan barang-barang dalam rumah sengketa, maka adatah wajar, bila

- penggugat memohon agar dalam propisi dilarang kepada tergogat 1, II
dan atau kepada pihak lain yang mendapat hak daripadanya, guna tidak
merobah dan atau berusak bangunan aslinya, serta melarang tergugat [
dan Il memasuki tanah dan rumah sengketa:

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Ternate, agar memberikan putusan yang adil menurut

hukum untuk;
Dalam Provisi, melarang tergugat [ dan 1I memasukl dan atau merobah

bangunan rumah, alau meletakkan barang-barang diatas tanah sengketa;

I. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

2." Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Ternate tertanggal 28 Agustus
1978, No. 142/1978 tentang Hibab atas tanah berikut rumah sengketa
kepada penggugat adalah syah;

3. Menyatakan tanah berikut rumah sengketa adalah milik penggugat
berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Temaie, tertanggal 28 Agustus
1978, No. 142/1978.-

4. Menyatakan, surat perjanjian perdamaian tanggal 11 Januari [987 yang

- dianggap oleh tergugat I, II sebagai pembahagian waris adalah tidak
syah, oleh karena itu dibatalkan dan atau dinyatakan batal.

5. Menyatakan sertifikat Hak milik tanah sengketa atas nama tergugat 1
dan II tidak berharga.-

Menyatakan sita jaminan adalah syah dan berharga.
Biaya perkara menurut hukum,
8.  Mohon putusan' yang adil menurut hukum.-

Menimbang, bahwa pada sidang pertama kedua belah pihak tclah
menghadap dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, tetapi tidak



berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugat

- tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat, ‘
Menimbang, bahwa tergugat mengajukan tangkisan, bahwa karena

persoalannya menyangkut; '

— Maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut
dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-
hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ini adalah seperti diuraikan
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi mengenai Pengadilan Negeri tidak
berwenang untuk mengadili perkara ini, maka Majelis setelah meneliti dengan
saksama baik gugatan penggugat maupun eksepst tergugat, akan meninjau
hal-hal sebagai berikut:

Bahwa penggugat maupun i¢."gugat sama-sama mendalilkan kalau tanah
dan bangunan yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah hak milik syah
mereka, di mana masing-masing mengemukakan versi yang berbeda mengenai
status perolehan hak milik tersebut yang kini menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa cleh karena sengketa ini menyangkut siapa
sebenamya pemilik syah dari tanah dan bangunan yang kini menjadi obyek
sengketa, maka berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989,
“tentang Peradilan Agama yaitu apabila ada terjadi sengketa mengenai hak
milik maka wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut
adalah Pengadilan Negeri yang dalam ini adalah Pengadilan Negeri Temate;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis ber-
pendapat eksepsi tergugat tidak tepat dan tidak beralasan oleh karenanya
harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka
biaya perkara ini ditangguhkan sampai ada putusan akhir;

Memperhatikan pasal 50 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 serta
kqtentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:
“Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat adalah tidak tepat dan tidak

“Menyatakan selanjutnya bahwa Pengadilan Négeri Temate, berwenang
untuk mengadili perkara tersebut;

“Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir”

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari
Sabtu, tanggal 18 Mei 1900 Sembilan Puluh Satu, putusan mana pada hari
ite juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami: S. Hehakaya
SH, sebagai hakim Ketua, Sy. B, Borut SH, Bambang Utomo SH, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh J. Lesnussa SH,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan kuasa penggugat dan
tergugat I1I, tanpa dihadiri oleh tergugat I dan tergugat I maupun kuasanya.
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